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Abstract
This study aims to see the effect of budgetary participation and public accountability on the
managerial performance of the Padang City SKPD. The population in this study were
structural officials in the SKPD of Padang City, as many as 110 respondents. The sample in
this study used purposive sampling technique. The analytical method used is Multiple Linear
Regression Analysis. The results of this study indicate that budgetary participation has an
effect on the managerial performance of the Padang City SKPD, while public accountability
has no effect on the Padang City SKPD managerial performance.
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PENDAHULUAN
Kesuksesan organisasi sektor publik tidak hanya diukur dari perspektif keuangan,

namun juga dapat diukur dari perspektif nonkeuangan. Kesuksesan organisasi sektor publik
dari perspektif nonkeuangan dapat dilakukan dengan mengukur kinerja penyelenggaraan
organisasi tersebut (Nordiawan dan Hertianti, 2010: 157). Rivai dan Basri (2005: 50)
menyatakan bahwa kinerja adalah tingkat keberhasilan atau hasil yang dicapai seseorang
secara keseluruhan dalam periode waktu tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan
dengan berbagai kemungkinan seperti target, sasaran, kriteria dan standar hasil kerja yang
telah ditentukan dan disepakati bersama. Penjelasan tersebut mengarah kepada kinerja
penyelenggaraan sebuah organisasi atau yang biasa disebut dengan kinerja manajerial.
Mahoney (1963) dalam Laksmi dan Nugroho (2018) menjelaskan kinerja manajerial
merupakan kinerja dari setiap individu atau anggota yang ada dalam organisasi dalam
kegiatan yang berhubungan dengan manajerial seperti perencanaan, investigasi, evaluasi,
koordinasi, pemilihan staf, pengawasan, perwakilan dan negosiasi.

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 100-53 Tahun 2018 tentang Peringkat dan Status
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional, penyelenggaraan pemerintah
daerah di Indonesia rata-rata cukup baik. Akan tetapi jika dilihat secara urutan peringkat,
untuk Kota Padang berada cukup jauh di bawah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota
lainnya di Indonesia (Agus Dwi, 2020). Kota Padang secara nasional mendapatkan peringkat

mailto:rijalulmuhsin.rm98@gmail.com


151

41. Jika dilihat untuk cakupan Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang berada pada peringkat 6.
Skor ini berada di bawah kinerja Kota Payakumbuh, Kabupaten Tanah Datar, Kota
Bukittinggi, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Agam. Selain itu, Pemerintah Kota Padang
juga mendapatkan rapor merah dari DPRD Kota Padang. Rapor merah didapatkan akibat
banyaknya kegiatan dan program yang terkesan sia-sia.

Pembahasan mengenai kinerja manajerial merupakan pokok bahasan yang biasa di
bahas dalam akuntansi manajemen. Menurut Mardiasmo (2002) salah satu peran akuntansi
manajemen dalam organisasi sektor publik adalah dalam hal penganggaran. Dengan demikian,
terdapat hubungan yang sangat erat antara akuntansi manajemen di sektor publik dengan
penganggaran. Anggaran merupakan pernyataaan mengenai perkiraan penerimaan dan
pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode yang akan datang
(Bastian, 2010).

Pengukuran kinerja manajerial organisasi sektor publik dinilai setiap tahunnya dengan
menggunakan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Pengukuran kinerja ini bertujuan untuk
menilai efektifitas penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat struktural
dalam organisasi sektor publik tersebut. Tingkat efektifitas penyelenggaraan pemerintahan
berkaitan dengan tingkat efektifitas penggunaan anggaran yang berorientasi pada kinerja.
Tingkat partisipasi dalam penyusunan anggaran sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan
kinerja manajerial dalam organisasi sektor publik tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian
yang dilakukan oleh Jermias & Setyawan (2008) yang berpendapat bahwa partisipasi
anggaran memberikan keuntungan kepada organisasi dengan fasilitas komunikasi yang lebih
baik, komitmen yang tinggi, kepuasan kerja yang lebih besar dan pada akhirnya membuat
kinerja menjadi lebih tinggi.

Penelitian ini sesuai dengan goal setting theory yang dikemukakan oleh Locke (1960).
Dalam teori ini dijelaskan bahwa tujuan yang ditetapkan oleh individu sendiri akan
cenderung bekerja lebih baik dari tujuan yang diturunkan dari atasan. Hal ini disebabkan oleh
rasa komitmen dan tanggung jawab atas tujuan yang telah ditetapkan sendiri. Saat
berpartisipasi dalam proses penetapan anggaran, individu akan memiliki pengaruh dalam
menetapkan tujuan spesifik yang menantang tetapi dapat dicapai (Venkatesh & Blashkovich,
2012). Anggaran yang dilaksanakan atas dasar partisipasi merupakan bentuk tujuan yang
ditetapkan sendiri sehingga partisipasi anggaran mampu meningkatkan kinerja manajerial
(Colbert, 2005 dalam Laksmi dan Nugroho 2018). Implikasi dari teori ini adalah untuk
mendapatkan nilai kinerja manajerial yang baik, harus ada kesesuaian antara tujuan yang
ditetapkan individu sendiri dengan tujuan organisasi. Individu yang paham dengan tujuan
anggaran yang jelas dan berpartisipasi dalam penyusunan anggaran akan memiliki kinerja
yang baik dibandingkan dengan individu yang tidak tau dengan arah dan tujuan anggaran
(Melia dan Sari, 2019).

Partisipasi anggaran merupakan tingkat keterlibatan pimpinan dan bawahan dalam
berpartisipasi untuk menyiapkan anggaran dan dapat memberikan pengaruh atas tujuan
anggaran dari masing-masing pusat pertanggungjawaban (Kenis, 1979). Untuk mencapai
kinerja manajerial yang efektif bawahan organisasi perlu diikutsertakan dalam penyusunan
anggaran (Milani, 1975). Hal ini berdasarkan kepada pemikiran bahwa ketika tujuan disusun
dengan mekanisme partisipatif maka individu yang ada di dalamnya akan mempunyai rasa
tanggungjawab dalam melaksanakan anggaran dengan sebaik mungkin.

Penyusunan anggaran yang dilakukan dengan partisipatif menunjukkan seluruh aparat
yang tergabung dalam organisasi sektor publik mampu memahami dan mengetahui arah dan
tujuan organisasi yang dituangkan dalam anggaran. Tujuannya adalah untuk peningkatan
kinerja melalui anggaran yang diselenggarakan dengan baik. Hal ini memperlihatkan
manajerial organisasi sektor publik mempunyai tuntutan akuntabilitas atau
pertanggungjawaban yang besar atas penyelenggaraan organisasi tersebut. Penelitian yang
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dilakukan oleh Budding (2004) menunjukkan bahwa dengan meminta pertanggungjawaban
manajer atas hasil akan mengarahkan pada peningkatan kinerja pemerintah jika kondisi
tertentu terpenuhi. Mahmudi (2015: 9) menjelaskan akuntabilitas publik merupakan
kewajiban pemerintah untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan
segala kegiatan dan aktivitas yang berhubungan dengan penggunaan sumber daya publik
kepada DPRD dan masyarakat.

Penelitian ini penting dilakukan di Kota Padang karena Kota Padang termasuk kota
yang cukup besar di Indonesia dan merupakan sebuah ibu kota provinsi. Skor kinerja
penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Padang dinilai cukup rendah jika dibandingkan
dengan kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Pengukuran kinerja
penyelenggaraan pemerintah daerah diukur spesifik secara kuantitatif yang terdiri dari unsur
masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat
capaian kinerja suatu kegiatan. Skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Padang
yang cukup rendah tersebut menunjukkan kinerja manajerial di Kota Padang dapat dikatakan
kurang baik. Kompleksitas persoalan dan kapasitas sumber daya yang memadai menjadikan
Kota Padang menarik untuk menjadi objek penelitian. Berdasarkan fenomena tersebut,
penelitian ini ingin menginvestigasi apakah partisipasi anggaran dan akuntabilitas publik
menjadi faktor dalam tingkat skor kinerja pada penyelenggaraan pemerintah daerah Kota
Padang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat apakah partisipasi anggaran dan
akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kota Padang. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pimpinan SKPD
dalam mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah baik dari segi partisipasi anggaran
maupun dari segi akuntabilitas publik untuk meningkatkan kinerja manajerial pemerintah
daerah.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS
Teori Penetapan Tujuan (Goal Setting Theory)

Teori penetapan tujuan (Goal Setting Theory) dikemukakan oleh Edwin Locke pada
tahun 1960. Teori ini menjelaskan hubungan antara penetapan tujuan dengan prestasi kerja
(kinerja). Dalam teori ini dinyatakan bahwa perilaku individu diatur oleh niat pelakunya
sendiri. Sasaran yang ingin dicapai dapat dipandang sebagai tingkat kerja yang ingin dicapai
oleh individu. Menurut Locke dan Latham (1960) untuk meningkatkan kinerja maka individu
tersebut harus menetapkan sendiri tujuan yang akan dicapainya tersebut. Organisasi yang
mengikutsertakan pegawainya untuk ikut berpartisipasi dalam penetapan tujuan cenderung
memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan tujuan yang ditetapkan dari atasan
saja. Tanpa adanya sebuah partisipasi, individu akan kesulitan dalam mencapai tujuan karena
sulitnya memahami maksud dan pentingnya tujuan tersebut (Bateman, 2012 dalam Laskmi
dan Nugroho 2018).

Goal setting theory memberikan penjelasan tentang hubungan antara tujuan yang
ditetapkan dengan kinerja. Konsep Goal setting theory adalah seseorang yang paham dengan
sasaran atau tujuan yang diharapkan, akan mempengaruhi perilaku kerjanya. Implikasi Goal
setting theory dalam penelitian ini adalah dalam mencapai kinerja manajerial yang optimal,
harus terdapat kesesuaian antara tujuan organisasi dengan tujuan individu. Individu yang
paham dengan tujuan anggaran yang jelas dan ikut berpartisipasi dalam penganggaran akan
memiliki kinerja yang lebih baik jika dibandingkan dengan individu yang tidak paham
dengan tujuan anggaran serta tidak ikut berpartisipasi dalam proses penganggaran.
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Kinerja Manajerial
Kinerja manajerial didefinisikan sebagai tingkat ukuran efektif dan efisien seorang

manajer atau pimpinan bekerja untuk mencapai tujuan organisasi (Rivai dan Basri, 2005: 14).
Menurut Harefa (2008) dalam Laskmi dan Nugroho (2018) kinerja manajerial merupakan
prestasi kerja atau kemampuan yang telah dicapai oleh individu atau kelompok orang dalam
suatu organisasi untuk melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam
penyelenggaraan operasional organisasi. Indikator pengukuran kinerja manajerial diukur
dengan menggunakan instrumen self rating yang dikembangkan Mahoney et. al., (1963) yang
meminta setiap responden mengukur sendiri atas kinerjanya ke dalam delapan dimensi yaitu
perencanaan, investigasi, evaluasi, koordinasi, pemilihan staf, pengawasan, perwakilan
dan negosiasi.

Partisipasi Anggaran
Kenis (1979) menjelaskan partisipasi anggaran merupakan keterlibatan manager atau

pimpinan dan bawahan dalam berpartisipasi menyiapkan anggaran dan dapat mempengaruhi
tujuan anggaran dari pusat pertanggungjawaban masing-masing. Dalam partisipasi anggaran
memungkinkan manajemen tingkat bawah diberi kesempatan untuk terlibat dan mempunyai
pengaruh dalam proses penyusunannya (Brownell, 1982). Seseorang yang berpartisipasi
dalam pengambilan keputusan akan terdorong dalam situasi kelompok karena mendapatkan
kesempatan dalam mewujudkan kreatifitas dan inisiatif (Bangun, 2017).

Partisipasi dari berbagai pihak dalam pembuatan keputusan dapat terjadi dalam proses
penganggaran. Dengan menyusun anggaran secara partisipatif diharapkan kinerja manajer di
tingkat bawah dapat meningkat (Anggraini dan Redy, 2011). Hal tersebut berdasarkan
pemikiran bahwa apabila suatu standar atau tujuan yang disusun dengan partisipatif disetujui,
maka pegawai akan melakukan pekerjaan dengan sungguh-sunguh atas standar dan tujuan
yang telah ditetapkan tersebut serta pegawai akan mempunyai rasa tanggung jawab tersendiri
untuk mencapainya karena ikut terlibat dalam penyusunannya. Efektivitas organisasi akan
meningkat ketika bawahan bersungguh-sungguh dalam mencapai tujuan organisasi,
peningkatan ini terjadi akibat pegawai memiliki konflik potensial antara tujuan organisasi
dengan tujuan individu yang memungkinkan perbedaaan tujuan tersebut dapat dikurangi
bahkan dihilangkan. Indikator pengukuran partisipasi anggaran diukur dengan menggunakan
indikator dari Milani (1975) yaitu kontribusi dalam penyusunan anggaran, kepuasan
memberikan pendapat, keterlibatan dalam penyusunan anggaran, kerelaan dalam memberikan
pendapat, besarnya pengaruh terhadap penetapan anggaran akhir dan seringnya atasan atau
rekan sejawat meminta pendapat saat anggaran disusun.

Akuntabilitas Publik
Mardiasmo (2002) mengemukakan akuntabilitas publik adalah kewajiban yang

diberikan kepada pihak pemegang amanah untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan,
melaporkan dan mengungkapkan semua kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada
pihak yang memberikan amanah yang mempunyai hak dan kewajiban atas
pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik pada pemerintah akan membantu
masyarakat dalam mengetahui rencana anggaran, penggunaan atas dana, pelaksanaan
program dan kegiatan yang terjadi di pemerintah, sehingga pemerintah mendapatkan
kepercayaan dari masyarakat (Candrakusuma dan Jatmiko, 2017). Indikator pengukuran
akuntabilitas publik dapat diturunkan dari dimensi akuntabilitas publik yang harus dilakukan
oleh organisasi sektor publik yang dikemukakan oleh Mahmudi (2015: 10) yaitu akuntabilitas
hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan
dan akuntabilias keuangan.
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Hubungan Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis
Kenis (1979) menjelaskan partisipasi anggaran merupakan keterlibatan manager atau

pimpinan dan bawahan dalam berpartisipasi menyiapkan anggaran dan dapat mempengaruhi
tujuan anggaran dari pusat pertanggungjawaban masing-masing. Kontribusi terbesar dari
kegiatan penganggaran adalah apabila bawahan diperbolehkan untuk ikut berpartisipasi
dalam proses penganggaran. Dalam kegiatan penyusunan anggaran membuat pegawai bekerja
cenderung lebih giat. Hal ini sesuai dengan goal setting theory yang menjelaskan bahwa
individu lebih giat bekerja dan berkomitmen dalam melaksanakan tujuannya ketika individu
tersebut menetapkan tujuannya sendiri dibandingkan tujuan yang ditetapkan oleh pimpinan
(Locke, 1960). Manajer atau pimpinan yang memiliki sifat dan sikap yang positif akan
meningkatkan kinerjanya karena merasa betanggungjawab dalam proses penyusunan
anggaran dan akan meningkatkan usahanya dalam tujuan yang sudah ditetapkan secara
bersama. Hal ini didukung oleh penenelitian yang menemukan pengaruh positif partisipasi
anggaran terhadap kinerja manajerial (Milani, 1975; Browell, 1982; Brownell, 1986; Bangun,
2017; Saripudin dan Siswantoro, 2020; Anggaraini dan Redy, 2011; Hasniasari dan Sholohin,
2014; Suardana dan Suryanawa, 2010; Wiratno, Ningsih dan Putri, 2016; dan Yanida,
Sudarma dan Rahman, 2013).
H1: Partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial satuan

kerja perangkat daerah

Mardiasmo (2002) mengemukakan akuntabilitas publik adalah kewajiban yang
diberikan kepada pihak pemegang amanah untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan,
melaporkan dan mengungkapkan semua kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada
pihak yang memberikan amanah yang mempunyai hak dan kewajiban atas
pertanggungjawaban tersebut. Adanya akuntabilitas publik mampu meningkatkan kinerja
manajerial karena semakin tinggi tingkat pertanggungjawaban atas semua aktivitas yang
dilaksanakan membuat kinerja dalam pencapaian tujuan organisasi menjadi semakin baik
pula. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Budding (2004) bahwa dengan
meminta pertanggungjawaban manajer atas hasil akan mengarahkan pada peningkatan kinerja
pemerintah jika kondisi tertentu terpenuhi. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang
menemukan pengaruh positif akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial (Melia dan Sari,
2019; Darmawan, 2016; Efrizar, 2017; Gustina dan Febriyanti, 2020, Husni, 2017 dan
Ningsih, 2017).
H2: Akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial satuan

kerja perangkat daerah

Kerangka Konseptual
Berdasarkan pengembangan hipotesis, maka kerangka konseptual penelitian ini adalah
sebagai berikut.

Gambar 1
Kerangka Konseptual Penelitian

Partisipasi Anggaran (X1)

Akuntabilitas Publik (X2)

Kinerja Manajerial (Y)
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METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kausatif yang bertujuan untuk melihat
seberapa jauh variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Penelitian kausatif
merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis pengaruh antara satu variabel
dengan variabel yang lainnya (Sugiyono, 2017). Pada penelitian ini, peneliti akan melihat dan
menjelaskan pengaruh partisipasi anggaran dan akuntabilitas publik terhadap kinerja
manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Padang.

Pupolasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat struktural di Satuan Kerja Perangkat

Daerah Kota Padang yang berperan dalam penyusunan anggaran dan perwujudan
akuntabilitas publik seperti kepala dinas/badan/kantor, sekretaris/sederajat sekretaris dan
kepala bidang/bagian/subdinas. Terdapat 168 pejabat struktural dari 42 SKPD yang ada di
Kota Padang.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling.
Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun
kriteria sampel yang digunakan adalah: (1) Menduduki jabatan kepala dinas/badan/kantor,
sekretaris/sederajat sekretaris dan kepala bidang/bagian/subdinas (2) Terlibat dalam proses
penyusunan anggaran dan perwujudan akuntabilitas publik (3) Telah menduduki jabatan
minimal satu tahun. Alasan pemilihan sampel tersebut merupakan karena pegawai yang
menjabat pada posisi tersebut ikut serta dalam pengkoordinasian pelaksanaan anggaran,
mengevaluasi, menyusun, melaporkan anggaran dan terlibat dalam proses pelaksanaan
anggaran serta merupakan sebagai manajer atau pimpinan setiap kegiatan.

Jenis dan Sumber Data
Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data

penelitian yang dikumpulkan dan diperoleh langsung dari sumber asli (Sugiyono, 2017).
Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari jawaban atas kuesioner yang
dibagikan kepada responden yang menjadi sampel penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner.

Kuesioner penelitian ini diserahkan langsung kepada responden atau meminta salah satu
pegawai pada masing-masing SKPD untuk mengkoordinir penyebaran dan pengumpulan
kuesioner pada SKPD tersebut.

Defenisi Operasional
Kinerja Manajerial

Kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah ukuran seberapa
efektif dan efisien manajer atau pimpinan bekerja untuk mencapai tujuan pemerintah dilihat
dari sisi perencanaan, investigasi, evaluasi, koordinasi, pemilihan staf, pengawasan,
perwakilan dan negosiasi. Mengadopsi dari Mahoney et al. (1963), kinerja manajerial dapat
diukur dengan indikator sebagai berikut: (1) perencanaan, (2) Investigasi, (3) Evaluasi, (4)
Koordinasi, (5) Pemilihan Staf, (6) Pengawasan, (7) Perwakilan, dan (8) Negosiasi.

Partisipasi Anggaran
Partisipasi anggaran adalah keterlibatan seluruh manager atau pimpinan dan bawahan

berpartisipasi dalam menyiapkan anggaran dan dapat mempengaruhi tujuan anggaran dari
pusat pertanggungjawaban mereka masing-masing. Mengadopsi dari Milani (1975),
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partisipasi anggaran dapat diukur dengan indikator sebagai berikut: (1) Kontribusi dalam
penyusunan anggaran, (2) Kepuasan memberikan pendapat, (3) Keterlibatan dalam
penyusunan anggaran, (4) Kerelaan dalam memberikan pendapat, (5) Besarnya pengaruh
terhadap penetapan anggaran akhir, dan (6) Seringnya atasan atau rekan sejawat meminta
pendapat saat anggaran di susun.

Akuntabilitas Publik
Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (pimpinan) untuk

memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkannya dan mengungkapkan segala
kegiatan pemerintah daerah yang dipimpinnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat)
atas apa yang menjadi hak mereka. Mengadopsi dari Mahmudi (2015), akuntabilitas publik
dapat diukur dengan indikator sebagai berikut: (1) Hukum dan Kejujuran, (2) Manajerial, (3)
Program, (4) Kebijakan, dan (5) Finansial.

Pengukuran variabel penelitian ini menggunakan Skala Likert lima alternatif yang
masing-masing diberi skor yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS)
dan Sangat Tidak Setuju (STS). Sugiyono (2017) menyatakan skala likert merupakan skala
yang digunakan untuk mengukur sikap, persepsi, dan pendapat seseorang atau sekelompok
orang mengenai fenomena sosial.

Metode Analisis Data
Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Regresi linear berganda digunakan

untuk menganalisis hubungan antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel
dependen secara bersama-sama. Model persamaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Y = α + β1X1 + β2X2 + ε
Keterangan :
Y = Variabel Kinerja Manajerial
α = Konstanta
X1 = Variabel Partisipasi Anggaran
X2 = Variabel Akuntabilitas Publik
β1 = Koefisien Regresi Partisipasi Anggaran
β2 = Koefisien Regresi Akuntabilitas Publik
ε = Error

HASIL DAN PEMBAHASAN
Demografi Responden
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur

Adapun data tentang responden berdasarkan jenis kelamin dan umur dapat dilihat pada
tabel berikut ini:

Tabel 1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur

No Jenis Kelamin
Umur

< 25 tahun 25-40 tahun 40-55 tahun > 55 tahun
1 Laki-laki 1 7 35 6
2 Perempuan 1 18 39 3
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Berdasarkan Tabel 1 dapat disimpulkan bahwa manajerial SKPD Kota Padang yang
menjadi responden terbanyak dalam penelitian ini berjenis kelamin perempuan dan berumur
40-55 tahun.

Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan dan Masa Jabatan
Adapun data tentang responden berdasarkan jabatan dan masa jabatan dapat dilihat

pada tabel berikut ini:
Tabel 2

Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan dan Masa Jabatan

No Jabatan
Masa jabatan

< 2 tahun 3 tahun 4 tahun > 5 tahun
1 Kepala Dinas/Badan/Kantor 1 - 1 -
2 Sekretaris/Sederajat Sekretaris 5 - - 5
3 Kepala Bidang/Bagian/Subdinas 6 - 7 28
4 Lainnya 22 6 3 26

Berdasarkan Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa manajerial SKPD Kota Padang yang
menjadi responden terbanyak dalam penelitian ini memiliki jabatan sebagai Kepala
Bidang/Bagian/Subdinas dengan masa jabatan > 5 tahun.

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terkakhir dan Bidang Pendidikan
Terakhir

Adapun data tentang responden berdasarkan pendidikan terakhir dan bidang pendidikan
terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terkakhir

dan Bidang Pendidikan Terakhir

No Pendidikan Terakhir
Bidang Pendidikan Terakhir

Akuntansi Manajemen Hukum Teknik Lainnya
1 Diploma - 1 - 3 4
2 S1 3 7 5 7 18
3 S2 4 30 4 11 12
4 Lainnya - - - - 1

Dari Tabel 3 dapat disimpulkan bahwa manajerial SKPD Kota Padang yang menjadi
responden terbanyak dalam penelitian ini memiliki latar belakang pendidikan terakhir S2
dengan jurusan manajemen.

Statistik Deskriptif
Tabel 4

Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Partisipasi Anggaran 110 18,00 30,00 25,1182 3,02810
Akuntabilitas Publik 110 17,00 25,00 21,7000 3,17834
Kinerja Manajerial 110 14,00 40,00 31,5727 5,66570
Valid N (listwise) 110
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Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata (mean) variabel independen
pertama yaitu partisipasi anggaran sebesar 25,12 dengan standar deviasi sebesar 3,028. Nilai
maksimum dan minimum partisipasi anggaran adalah 30 dan 18. Variabel independen kedua
dalam penelitian ini adalah akuntabilitas publik memiliki nilai rata-rata sebesar 21,70 dengan
standar deviasi 3,178. Nilai maksimum dan minimum pada variabel akuntabilitas publik ini
adalah 25 dan 17. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja manajerial memiliki
nilai rata-rata sebesar 31,57 dengan standar deviasi 5,666. Nilai maksimum dan minimum
variabel kinerja manajerial adalah sebesar 40 dan 14. Hal ini menunjukkan bahwa data dalam
penelitian ini beragam dan bervariasi dikarenakan standar deviasi yang dimiliki oleh semua
variabel besar dari 0.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Tabel 5
Uji Normalitas

Unstandardized Residual
N 110
Normal Parametersa,b Mean ,0000000

Std. Deviation 4,22018379
Most Extreme Differences Absolute ,081

Positive ,068
Negative -,081

Test Statistic ,081
Asymp. Sig. (2-tailed) ,070c

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Dari pengolahan data SPSS didapat bahwa nilai seluruh variabel dari kolmogrov
smirnov Z sebesar 0,081 dengan signifikan 0,070. Berdasarkan hasil tersebut dapat
dinyatakan data yang digunakan dalam penelitian ini telah terdistribusi normal dan bisa
dilanjutkan untuk diteliti lebih lanjut, karena nilai signifikansi dari jumlah normalitas > 0,05.

Uji Multikolinearitas
Tabel 6

Uji Multikoloniersitas

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS, pada tabel diatas dapat
dilihat variabel partisipasi anggaran (X1) dengan nilai VIF 1,002 dan tolerance 0,998 dan
akuntabilitas publik (X2) dengan nilai VIF 1,002 dan tolerance 0,998 dengan demikian dapat
dikatakan tidak terdapat korelasi variabel-variabel bebas antara satu dengan lainnya atau
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variabel independen pada penelitian ini bebas dari gejala multikolinearitas karena nilai VIF
seluruh variabel ≤ 10 dan nilai tolerance ≥ 0,10.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7
Uji Heterokedasitas

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan dari masing-masing
variabel menunjukkan bahwa level sig > α 0,05. nilai signifikansi untuk variabel partisipasi
anggaran (X1) 0,074 > 0,05 dan nilai signifikansi untuk variabel akuntabilitas publik (X2)
0,392 > 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian
ini bebas dari gejala heteroskedastisitas dan layak untuk diteliti.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 8
Uji Regresi Berganda

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2021

Berdasarkan tabel 8 di atas dapat dianalisis model persamaan sebagai berikut:

Y = -3,091 + 1,225 X1 + 0,179 X2 + e

Keterangan:
Y = Kinerja Manajerial
X1 = Partisipasi Anggaran
X2 = Akuntabilitas Publik
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Uji Hipotesis
Uji F (Uji Simultan)

Tabel 9
Uji Statistik F

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai F Hitung yaitu 42,927 dan nilai
Signifikasi 0,000. Nilai F tabel untuk 110 responden adalah 3,08 maka dapat disimpulkan
bahwa F Hitung > F Tabel yaitu 42,927 > 3,08 dengan nilai signikansi 0,00 < 0,05, maka
dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara bersama-sama variabel-variabel bebas
terhadap variabel terikat.

Uji T (Parsial)
Pengujian Hipotesis 1

Nilai t tabel pada ⍺ = 0,05 adalah 1,982. Variabel partisipasi anggaran (X1) memiliki
nilai t hitung sebesar 9,086 dan nilai sig. adalah 0,000. Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa t hitung > t tabel yaitu 9,086 > 1,982 atau nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Nilai
koefisien β dari variabel partisipasi anggaran (X1) bernilai positif yaitu 1,225. Hal ini
menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan partisipasi anggaran (X1)
berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial, dengan demikian hipotesis
pertama (H1) diterima.

Pengujian Hipotesis 2
Nilai t tabel pada ⍺ = 0,05 adalah 1,982. Variabel akuntabilitas publik (X2) memiliki

nilai t hitung sebesar 1,392 dan nilai sig. adalah 0,167. Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa t hitung < t tabel yaitu 1,392 < 1,982 atau nilai signifikasi 0,167 > 0,05. Nilai
koefisien β dari variabel X2 bernilai positif yaitu 0,179. Hal ini menunjukkan bahwa
penelitian ini tidak dapat membuktikan akuntabilitas publik (X2) berpengaruh signifikan
positif terhadap kinerja manajerial, dengan demikian hipotesis kedua (H2) ditolak.

Uji Koefisien Determinasi
Tabel 10

Uji Koefisien Determinasi ( )
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 ,667a ,445 ,435 4,25944

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas Publik, Partisipasi Anggaran

Dari tabel output SPSS model summary diatas besarnya Adjusted R Square adalah
0,435. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel partisipasi anggaran dan
akuntabilitas publik terhadap variabel terikat yaitu kinerja manajerial adalah sebesar 43,5%,
sedangkan 56,5% ditentukan oleh faktor lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam
penelitian ini.
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PEMBAHASAN
Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat
Daerah

Berdasarkan pada hasil analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis
pertama (H1) diterima dan disimpulkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh signifikan
positif terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah Kota Padang. Hal ini dapat
dilihat dari hasil pengujian secara parsial nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dan koefisien β
bernilai positif 1,225.

Goal setting theory menyatakan untuk meningkatkan kinerja individu maka tujuan
harus ditetapkan oleh individu yang melakukannya dengan cara ikut berpartisipasi dalam
pencapaian tujuan organisasi. Organisasi yang memberikan kesempatan kepada bawahan
untuk ikut berpartisipasi dalam menetapkan tujuan cenderung kinerjanya lebih baik
dibandingkan dengan organisasi yang hanya menurunkan tujuan yang ditetapkan oleh atasan
saja. Penelitian ini sejalan dengan teori tersebut yang menyatakan bahwa partisipasi anggaran
berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Hasil penelitian juga sejalan dengan penelitian
Milani (1975) yang menemukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara
penganggaran partisipatif dengan kinerja manajerial. Penelitian yang sama juga ditemukan
oleh Bangun (2017), Hasniasari dan Sholihin (2014) dan Saripudin dan Siswantoro (2020).
Namun Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Nazaruddin dan Setyawan (2012) dan
Laksmi dan Nugroho (2018) yang menjelaskan bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh
terhadap kinerja manajerial.

Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat
Daerah

Berdasarkan pada hasil analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis
kedua (H2) ditolak dan disimpulkan bahwa akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap
kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah Kota Padang. Hal ini dapat dilihat dari hasil
pengujian secara parsial nilai signifikansi 0,167 > 0,05 dan koefisien β bernilai positif yaitu
0,179.

Dalam goal setting theory dijelaskan bahwa individu yang menetapkan tujuan nya
sendiri akan bekerja lebih giat dan berakibat kepada peningkatan kinerja serta pencapaian
tujuan organisasi. Ketika individu menetapkan tujuan sendiri, individu tersebut akan
memahami tanggungjawab pekerjaan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan
organisasi. Dalam penelitian ini didapatkan hasil yang bertentangan dengan teori.
Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa walaupun adanya tuntutan akuntabilitas
publik atau tuntutan pertanggungjawaban atas segala kegiatan pemerintahan di SKPD, belum
berarti dapat meningkatkan kinerja manajerial di SKPD tersebut. Hal ini disebabkan oleh
manajerial SKPD Kota Padang belum memahami prinsip pertanggungjawaban atas
pelaksanaan organisasi kepada publik. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Candrakusuma dan Jatmiko (2017) yang melakukan penelitian di SKPD Kabupaten Sragen
bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas publik, manajerial SKPD secara keseluruhan belum
memahami prinsip pertanggungjawaban dalam menyelenggarakan pemerintahan sesuai
dengan yang telah direncanakan. Manajerial SKPD memahami bahwa tuntutan
pertanggungjawaban hanya dilakukan terkait untuk laporan keuangan saja dan penilaiannya
(Atarwaman, 2019). Padahal makna akuntabilitas publik tersebut cukup luas dan mencakup
untuk segala kegiatan selama menyelenggarakan organisasi. Kanji (2018) menjelaskan bahwa
tuntutan pertanggungjawaban atas perencanaan dan pelaksanaan anggaran kepada publik
tidak dipahami secara mendalam oleh manajerial organisasi. Rendahnya tingkat kritikan
langsung dari masyarakat dan DPRD juga menjadi penyebab tidak adanya pengaruh langsung
akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial. Hal ini membuat manajerial SKPD tidak
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terlalu memperhatikan tuntutan tanggungjawab tersebut yang berasal dari masyarakat selaku
pemberi amanah. Semakin tinggi tingkat pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang
dilaksanakan tidak mempengaruhi naik turunnya kinerja manajerial di organisasi. Dengan
demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas pubik tidak berpengaruh terhadap
kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah Kota Padang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Atarwaman (2019),
Candrakusuma dan Atmiko (2017) dan Kanji (2018) yang menunjukkan bahwa tidak ada
pengaruh antara akuntabilitas publik dengan kinerja manajerial. Namun, hasil penelitian ini
tidak sejalan dengan penelitian Darmawan (2016), Efrizar (2017), dan Ningsih (2017) yang
menemukan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
manajerial.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka hasil
penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Partisipasi anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial satuan

kerja perangkat daerah Kota Padang. Artinya dengan adanya keterlibatan pimpinan dan
bawahan satuan kerja perangkat daerah dalam penyusunan anggaran akan memberikan
dampak yang positif terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah tersebut.

2. Akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Hal ini disebabkan
oleh manajerial satuan kerja perangkat daerah Kota Padang belum memahami prinsip
pertanggungjawaban atas pelaksanaan organisasi kepada publik. Manajerial SKPD
memahami bahwa tuntutan pertanggungjawaban hanya dilakukan terkait untuk laporan
keuangan saja dan penilaiannya.

Keterbatasan
Dalam penelitian yang dilakukan masih terdapat kekurangan dan keterbatasan.

Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Dalam penelitian ini hanya menggunakan manajerial satuan kerja perangkat daerah

Kota Padang sebagai objek penelitian. Oleh sebab itu hasil penelitian tidak dapat
digeneralisasi untuk kota atau kabupaten lainnya yang ada di Indonesia.

2. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner,
kemungkinan terdapat beberapa kelemahan-kelemahan yang ditemui seperti jawaban
responden yang tidak bisa dikontrol secara langsung sehingga memungkinkan adanya
jawaban responden yang tidak cermat serta pertanyaan yang mungkin tidak dipahami
responden sehingga menimbulkan hasil yang kurang menunjukkan kenyataan yang
sebenarnya.

Saran
Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas dapat diberikan saran

sebagai berikut:
1. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang diharapkan dapat mengikutsertakan

seluruh pegawai dalam penyusunan anggaran. Minimal ada perwakilan untuk masing-
masing wilayah pertanggungjawaban.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang diharapkan lebih memahami prinsip
pertanggungjawaban atas pelaksanaan organisasi kepada publik. Tuntutan
pertanggungjawaban kepada masyarakat agar juga diperhatikan lagi, karena sejatinya
masyarakat adalah pemberi amanah dalam kegiatan pemerintahan.
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3. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan untuk menambahkan variabel
independen lain yang mempengaruhi kinerja manajerial seperti kejelasan tujuan
anggaran, sistem pengendalian internal dan ketepatan penempatan pegawai serta
memperluas lagi objek penelitian agar dapat digeneralisasi.
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